
BUPATI TANA TORA"'A
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATI'RAN BI'PATI TAI{A TOR.E"IA

ITOMOR T7 TAIII'N 2016

TENTANG

PERUBAIIAI{ ATAS PERATI'RAN BI'PATI NOMOR 12 TAHUN
2015 TENTAITG RENCANA KER.'A PEMERINTAII DAERAH

KABI'PATEN TANA TORA"'A
TAIII'N 2016

DEITGAIT RATIMAT TI'HAIT YAITG MAIIA ESA
BT'PATI TAI|A TORA'A,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Keq'a pemerintah Daeratr,
yang menyebutkan bahwa Rencana Keda Pemerintah Daerah
dapat diubah dalam hat tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan;

b.

c.

Mengingat: 1.

2.

bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana
Tora.ja Tahun 201,6 tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun 2016 sehingga perlu disesuaikan dan
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sslagaimara dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Ke{a pemerintah
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun l9S9 Nomor 74, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1g22);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4256);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembaagunan Nasional (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); q
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679]';

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l*mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyeleuggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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Menetapkan

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaa.an Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentalg Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok PengeloLaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O1O - 2030;

16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tana Torqia Tahun 2016;

UEUUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TORA"'A TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 ( Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol5 Nomor 12 ), diubah
sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal,
yalmi Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

RKPD Perubahan Tahun 2016 disusun dengan maksud :

a. Pedoman bagi Satuan Keda Perangkat Daerah dalam
menJrusun Rencana Kefa (Renja) SKPD Perubahan tahun
20t6;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran sementara Perubahan Tahun Anggaran
2016;
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c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2016;

d. Sebagai bahan evaluasi untuk meriastikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2016 telah disusun berlandaskan RKPD

Penrbahan Tahun 2016.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni

Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Rincian Perubahan RKPD lkbupaten Tana Toraja Tahun
2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggd
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalern Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Piletqpkan di Makale

pada tanggal Ll *ni Lol,6

BT,PATI TAI| A T!ORA.,A,

I(IOODEUUB KAITAE

Diundangkan di Makale
pada 19 ttt^i ,116

DAERAE EABI'PATEtrI TAITATIORA'A,

XAROUA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2016 NOMOR IT


